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PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 46 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARANPERUBAHANANGGARANPENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH I{ABUPATEN NATUNA

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

:bahwamengingatpelaksal:Laal:ketentuanPasal6
PeraturanDaerahNomorSTahun2ol9tentang
PerubahanAnggaranPendapatandanBelanjaDaerah
TahunAnggaran2olg,perluditetapkandengan
Peraturan Bupati Natuna tentang Penjabaran

PerubahanAnggaranPend.apatandanBelanjaDaerah
Tahun Anggaran 2019. $

:1.Pasal18ayat(6)Undang-UndangDasarTahunl94S:'

2.Undang-UndangNomor5sTahunt999tentang
pembentukanKabupatenPelalawan,KabupatenRokan
Hulu,KabupatenRokanHilir'KabupatenSiak'
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna' Kabupaten

Kuanian Singingi, d'an Kota Batam (Lembaran

NegaraRepublikIndonesiaTahunlgggNomorl8l
TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesia
Nomorsgo2)sebagaimanatelahdiubahbeberapakali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun

2O0stentangPerubahanKetigaAtasUndang-Undang
Nomor53TahuntgggtentangPembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu'

KabupatenRokanHilir,KabupatenSiak,Kabupaten
Karimun,KabupatenNatuna,KabupatenKuantan
Singingi,danKotaBatam(LembaranNegaraRepublik
Indonesia Tahun 2008 Nomor lo7, Tambahan

LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomora880);



4.

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO2 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 111,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a286);

Undang-Undang Nomor t7 Tahun 2OOS tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aaOO\

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOO\

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor LO4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aa2\;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Fusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OOg tentang pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
50a9);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-unflangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523fl;

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan

5.

7.

8.

9.



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55g7)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2ors tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2s
Tahun 201,4 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 201s Nomor 5g,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2ooo tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aO28);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 1g rahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Hak Administratif pimpinan dan
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2ol7 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 605Z);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2olg tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2oL9 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l
Tahun 2otr tentang perubahan Kedua Atas peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2olt Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2oll
tentang Pedoman pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2ort Nomor 450) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1g
Tahun 2Ol8 tentang perubahan Keempat Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2otr
tentang Pedoman pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol9 Nomor 15);



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g0 Tahun 201s
tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2o7s Nomor 2036,)
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor r2o rahun 2org tentang
Perubahan Atas peraturan Menteri Dalam ttegeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2OI8 Nomor IST);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2ot7
tentang Pedoman Tata Cara penghitungan,
Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi
Pengajuan, penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2077 Nomor 198);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g6 Tahun 2ol7
tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata
Cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2ol7
Nomor l3I2);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 15 Tahun
2ol8 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2otg
(Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2olg

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor s4 Tahun 2olg
tentang Pendanaan Kegiatan pemilihan Gubernur,
Bupati dan walikota yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2otg Nomor gO2);

22. Peraturan Presiden Nomor T2 Tahun 2olg tentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2org (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OLg Nomor 1ag);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun
2ol3 tentang Pokok-pokok pengerolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun



Menetapkan

2013 Nomor 6);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor g rahun
2019 tentang perubahan Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran
2or9 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun
2Ol9 Nomor 8).

u'pnautusKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2OI9 terdiri atas :

(1). Pendapatan
a. Semula
b. Bertambah/(berkurang)

Jumlah Setelah perubahan

(2). Belanja
a. Semula
b. Bertambah/(berkurang)

Jumlah Setelah perubahan

Surplus/ (Defisit) Setelah perubahan

(3). 
. Pembiayaan
a. Penerimaan

1) Semula
2) Bertambah / (berkurang)
Jumlah Setelah perubahan

b. Pengeluaran
1) Semula
2) Bertambah / (berkurang)
Jumlah Setelah perubahan

Sisa Pembiayaan neto
Setelah Perubahan

Sisa lebih pembiayaan anggaran
Setelah Perubahan

Rp 1,135,519,000,000.00
Rp 178,205,680,596.01
Rp L,313,724,680,596.01

Rp 7,27O,2O1,900,000.00
Rp 1O7,493,736,500.00
Rp L,377,695,636,S00.00

Rp (63,97O,955,969.99)

Rp 139,682,900,000.00
Rp (7O,717,944,O36.Ot1
Rp 68,97O,955,963.99

Rp 5,000,000,000.00
Rp-
Rp

Rp

Rp

5,000,000,000.00

63,970,955,963.99



Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Per"ubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal I dirinci lebih lanjut pada lampiran
Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal t6 kpter.,tSer 2Alg

Digndangkan di Ranai
pada tanggal 16 Septevtb*r 2.ar9

SEKRETARIS DAERAII,
KABUPATEN NATUNA,

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2OIO NOMOR 4B


